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Abstract 
This study aims to analyze the urgency of the Criminal Regulation con-
cerning Ngelem according to Law Number 35 of 2009 concerning Nar-
cotics. The problem approach used is normative juridical supported by 
empirical juridical. The data used are primary. Data analysis was per-
formed descriptively qualitatively. The results of the study showed that 
the application of the law against nuisance users according to Law Num-
ber 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Minister of 
Health of the Republic of Indonesia Number 44 of 2019 concerning 
changes in the classification of Narcotics in Indonesia cannot be processed 
by law enforcement officials. This is because it has not yet been regulated 
about addictive substances in Ngelem content. So it is necessary to make 
changes to the Law Number 35 the Year 2009 and the Regulation of the 
Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 44 the Year 2019 
regarding the change in the classification of Narcotics 

Abstraks 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Pengaturan Pidana 
tentang Ngelem menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ten-
tang Narkotika. Pendekatan masalah yang digunakan yuridis normatif 
didukung dengan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data 
primer. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pengguna 
ngelem menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika yang ada di 
Indonesia tidak bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Hal ini karena 
belum diatur tentang zat adiktif pada kandungan Ngelem. Sehingga 
perlu dilakukan perubahan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika. 
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1. Pendahuluan  

Indonesia merupakan Negara Hukum, 
dimana segala sesuatu tindakan diatur me-
lalui peraturan perundang-undangan. Di In-
donesia Undang-Undang merupakan suatu 
aturan baku yang mengatur tindakan sese-
orang, apabila seseorang melakukan pelang-
garan maka akan dikenakan sanksi yang te-
gas. Oleh karena itu, pengaturan terkait hu-
kum di Indonesia haruslah tertera jelas pada 
suatu aturan yang memuat sanksi yang tegas 
guna menjamin tujuan hukum yaitu: keadi-
lan, kepastian, dan kemanfaatan hukum 
(Darmodiharjo, 1997), dan  (Rahman, 2020). 

Hukum Pidana adalah peraturan hu-
kum mengenai pidana. Kata “Pidana” berar-
ti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instan-
si yang berkuasa dilimpahkan kepada se-
orang oknum sebagai hal yang tidak enak 
dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-

hari dilimpahkan (Prodjodikoro, 2012). Hu-
kum pidana dapat dikatakan sebagai Ulti-
mum Remidium, yang memiliki arti hukum 
pidana adalah obat terakhir jika aturan hu-
kum pidana digunakan jika sanksi-sanksi 
yang lain tidak dapat menyelesaikannya. 

Dikalangan remaja ada perilaku yang 
menyimpang, yaitu ngelem. Ngelem ini dila-
kukan dengan menghirup aroma lem untuk 
mendapatkan sensasi mabuk. Aktivitas ma-
buk lem umumnya digunakan remaja atau 
anak-anak sebagai alternatif agar mabuk ke-
payang, namun dengan bahan yang hargan-
ya lebih murah dibanding harus beli obat 
terlarang atau bahkan ganja. Ngelem ini se-
ringkali dilakukan oleh anak jalanan sebagai 
penghilang stress (Achmad et al., 2017),  dan 
(Aswadi et al., 2018).  

Mabuk lem umumnya berbahaya, na-
mun tidak fatal. Meski begitu kemungkinan 
risiko kerusakan otak dan masalah pernapa-
san yang parah bisa terjadi. Setelah dila-
kukan pengujian terdapat beberapa fakta-
fakta secara ilmiah akibat penggunaan Lem 

antara lain Lem mengandung salah satu zat 
umum dalam kategori inhalansia (obat hir-
up). Inhalansia sering digunakan remaja se-
bagai alternatif ganja dan obat-obatan la-
innya karena relatif lebih murah. The National 
Institute on Drug Abuse mencatat bahwa in-
halansia adalah satu-satunya zat yang di-
gunakan oleh remaja. Adapun, zat-zat ini ju-
ga ditemukan dalam semprotan aerosol, 
cairan pembersih dan bahan kimia rumah 
tangga. Mengendus lem dapat menyebabkan 
masalah pernapasan dan kerusakan pada 
organ tubuh manusia serta dapat menim-
bulkan kecanduan termasuk halusinasi 
(Yunus, 2018), (Suryaningsih & Hendarsyah, 
2019). Berdasarkan beberapa kasus yang ter-
jadi tersebut harusnya menjadi perhatian se-
rius bagi pemerintah dan masyarakat Indo-
nesia, karena bahan-bahan yang terkandung 
dalam lem mengandung bahan berbahaya. 

Menurut spesialis saraf dari RS Dr 
Mohammad Hoesin (RSM), Ngelem termasuk 
aktivitas narkoba, yaitu zat-zat kimiawi 
yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, 
baik ditelan melalui mulut, dihirup melalui 
hidung, maupun disuntikkan melalui urat 
darah. Zat-zat kimia itu dapat mengubah 
pikiran, suasana hati atau perasaan, dan pe-
ri-laku seseorang. Namun, zat yang terkan-
dung dalam lem tidak termasuk golongan 
narkotika, tapi berupa zat adiktif yang dapat 
menimbulkan kecanduan bagi penggunan-
nya. Menurut Kabag Humas BNN Sumirat 
Dwiyanto mengatakan, banyak zat yang ber-
edar yang tidak termasuk jenis narkotika, 
seperti yang diatur dalam Undang Undang 
Narkotika No 35 tahun 2009, dimana zat 
yang terkandung lem adalah zat adiktif, sep-
erti halnya rokok dan bensin/ yang bisa 
membuat kecanduan. Zat lain yang terkan-
dung dalam lem adalah Lysergic Acid Diethy-
ilamide (LSD). Karena itulah BNN meminta 
dengan segera kepada Kementerian Kesehat-
an agar memasukan jenis narkoba ini (Lem) 
kedalam Undang-Undang Narkotika dan 
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Psikotropika agar penyalahgunannya dapat 
diproses hukum (Nurlelawati, 2015).  

Fakta menunjukkan jumlah remaja 
yang ngelem telah banyak terjadi di bebera-
pa kota. Lem mengandung zat adiktif yang 
berbahaya bagi tubuh manusia. Sehingga pe-
rilaku ngelem akan merusak generasi muda. 
Permasalahan yang muncul adalah belum 
adanya peraturan yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku ngelem. Tujuan peneli-
tian ini adalah untuk menganalisis urgensi 
Pengaturan Pidana tentang “Ngelem” yang 
mengandung zat adiktif menurut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Nar-
kotika untuk menjamin keadilan, kepastian, 
dan kemanfaatan hukum bagi mas-yarakat.  

2. Metode  

Penelitian merupakan suatu rangkaian 
usaha untuk mencari dan menemukan pe-
ngetahuan yang benar untuk menjawab sua-
tu masalah. Penelitian ilmiah adalah upaya 
untuk menemukan pengetahuan–pengetahu-
an, dengan metode yang akan menjamin ke-
benaran ilmiahnya, dengan hasil–hasil yang 
terverifikasi sebagai bagian dari kekayaan 
manusia (Wignjosoebroto, 2013). Penelitian 
hukum adalah suatu proses untuk menemu-
kan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 
maupun doktrin-doktrin hukum, guna men-
jawab isu-isu hukum yang dihadapi.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatif, yakni penelitian 
hukum yang menitik beratkan terhadap sua-
tu prosedur penelitian imiah untuk mene-
mukan kebenaran berdasarkan logika keil-
muan hukum dari sisi normatifnya (Ibrahim, 
2007). Penelitian ini mengkaji dan mengana-
lisis ketentuan mengenai aturan narkoba 
jenis baru Ngelem dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  

Pendekatan Penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini:  a) Pendekatan Undang-
Undang (statue approach), Statute approach 
atau pendekatan Undang-Undang ialah pen-

dekatan dengan menggunakan legislasi dan 
regulasi (Ibrahim, 2007). Dalam penelitian ini 
pendekatan dilakukan dengan menelaah pe-
raturan perundang undangan maupun hu-
kum positif yang berlaku di negara Indonesia 
khususnya yang berkaitan dengan penga-
turan Narkotika jenis baru Ngelem yang juga 
menjadi fokus dalam isu hukum terkait tema 
penelitian. b) Pendekatan Konseptual (concep-
tual approach), yaitu dilakukan untuk mene-
mukan konsep-konsep yang tepat untuk di-
jadikan acuan dalam menentukan aturan ba-
ru terkait jenis narkoba baru Ngelem dalam 
dalam Permenkes tentang perubahan peng-
golongan Narkotika, sehingga Undang-Un-
dang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narko-
tika dapat diterapkan terhadap pengguna 
Ngelem oleh penegak hukum. c). Pendekatan 
Kasus (case approach), yaitu dengan mela-
kukan analisis dan mengkaji terhadap be-
berapa kasus Ngelem yang terjadi di masya-
rakat dan penegakkan berupa tindakan oleh 
Aparat Penegak Hukum. 

Metode penelusuran bahan hukum dil-
akukan dengan metode penelitian kepusta-
kaan (library research). Metode penelusuran 
bahan hukum ini dilakukan dengan cara 
membaca, mengkaji, dan membuat catatan 
dari buku-buku, peraturan perundang-un-
dangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang 
berhubungan dengan masalah yang menjadi 
objek penelitian. Perolehan informasi yang 
sinkron dengan kegiatan penelusuran bahan 
hukum, maka metode yang digunakan de-
ngan pengumpulan bahan hukum primer 
dilanjutkan bahan hukum sekunder. Teknik 
penelusuran bahan hukum dilakukan de-
ngan metode studi kepustakaan. Selain itu 
juga melakukan diskusi dan wawancara 
dengan dosen pembimbing dan pihak terkait 
bila diperlukan. 

Teknik analisis bahan hukum dilaku-
kan dengan cara menyusun dan mengklasifi-
kasikan bahan hukum secara sistematis. Ana-
lisis bahan hukum digunakan secara sistema-
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tis sesuai dengan bahan hukum yang di-
peroleh. Penelitian ini menggunakan inter-
pretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan 
interpretasi teologis. Interpretasi sistematis 
adalah penafsiran Undang-Undang sebagai 
bagian dari keseluruhan dari sistem perun-
dang-undangan dengan Undang-Undang la-
in (Mertokusumo, 2005).  

3. Hasil dan Pembahasan 

Penerapan Hukum Terhadap Pengguna 
Ngelem yang Mengandung Zat Adiktif  
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika 
  
Analisis tentang penerapan hukum tentang 
Ngelem yang mengandung zat adiktif yang 
belum termasuk dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  

Berdasarkan kententuan-ketentuan pi-
dana dan golongan-golongan Narkotika da-
lam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoti-
ka, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 
ada aturan yang jelas yang mengatur terkait 
tindak pidana pengguna ggelem, karena nge-
lem itu sendiri adalah Narkoba jenis baru 
yang belum diatur kedalam tiga golongan 
Narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Berdasarkan Ketentuan-ketentuan yang 
dimuat dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika: a) Perkara narkotika termasuk 
perkara yang didahulukan dari perkara lain 
untuk diajukan kepengadilan guna penye-
lesaian secepatnya (Pasal 74). b)  Penyidik 
berwenang untuk membuka dan memeriksa 
setiap barang kiriman melalui pos dan alat-
alat pernubungan lainnya yang diduga keras 
mempunyai hubungan dsngan tindak pidana 
narkotika yang sedang dalam penyidikan 
(Pasal 75 huruf o). c) Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia yang diberi tugas 
melakukan penyelidikan dan penyidikan 
tindak pidana narkotika, berwenang untuk 

menyadap pembicaraan melalui telepon atau 
alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh 
orang yang diduga keras membicarakan ma-
salah yangberhubungan dengan tindak pi-
dana narkotika (Pasal 75 huruf i). Tindakan 
penyadapan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 75 huruf i berlangsung untuk jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) bulan 
(Pasal 77 ayat 1). d) Penyidik dapat melaku-
kan penangkapan terhadap setiap orang 
yang diduga keras berdasarkan bukti permu-
laan yang cukup melakukan tindak pidana 
narkotika untuk paling lama 3x24 jam. Da-
lam rial waktu untuk pemeriksaan seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1) belum 
mencukupi, maka atasan langsung penyidik 
dapat memberi izin urrtuk memperpanjang 
penangkapan tersebutuntuk paling lama 
3x24 Pasal 76 ayat (1) dan (2). e) Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
berwenang melakukan teknik penyidikan pe-
nyerahan yang diawasi dan teknik pembelian 
terselubung (Pasal 79) 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 
ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Ta-
hun 2009 Tentang Narkotika ini, bagi para 
pengguna ggelem dengan rincian sebagai 
berikut: a) Narkotika Golongan I bagi diri 
sendiri dipidana dengan pidana penjara pal-
ing lama 4 (empat) tahun; b)   Narkotika Go-
longan II bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; 
dan, c)  Narkotika Golongan III bagi diri sen-
diri dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun; (2) Dalam memutus per-
kara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hukum wajib memperhatikan ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 
55 dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah 
Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dibuktikan atau terbukti sebagai kor-
ban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah 
Guna tersebut menjalani rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial. 

Bahwa perkara narkotika seharusnya 
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diutamakan dari pada perkara yang lain, se-
hingga jika tidak ada aturan yang mengatur 
secara jelas terkait ngelem seharusnya peme-
rintah harus lebih tanggap dalam membuat 
suatu aturan baru terkait ngelem. Hal ini un-
tuk memberikan suatu kepastian hukum dan 
memberikan efek jera bagi pengguna ngelem.  

Berdasarkan hasil penelitian dan ana-
lisis penulis berpendapat bahwa kasus nge-
lem yang mengandung zat adiktif yang be-
lum termasuk dalam Undang-Undang No-
mor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bila 
aturan sudah dimasukkan kedalam Undang-
Undang Narkotika, maka penyidik dapat 
menerapkan pasal 127 (1) Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan 
bahwa Zat yang terdapat pada Lem (Aibon, 
Fox) merupakan senyawa dari Zat Adiktif 
jenis toulena (hirup/inhalan), yang sudah 
diatur pada lampiran table II Undang-
undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 
yang bisa mengakibatkan orang bisa kecan-
duan dengan maksud untuk mendapatkan 
sensasi high atau mabuk merupakan senya-
wa organik berupa gas dan pelarut yang 
mudah menguap. 

Hasil Penelitian dan Analisis Penerapan 
Hukum Pengguna Ngelem yang mengan-
dung zat adiktif Narkotika Jenis Baru. 

Dasar penjatuhan pidana menurut teori 
ini adalah bertitik pangkal pada pembalasan. 
Menurut teori ini setiap kejahatan harus dis-
ertai dengan pidana. Pidana ini bersifat mut-
lak. Artinya, pidana tersebut merupakan sua-
tu keharusan dan tidak boleh tidak. Sese-
orang yang melakukan kejahatan harus dipi-
dana dengan tanpa melihat akibat-akibat 
apapun yang mungkin timbul dari dijatuh-
kannya pidana. Dalam teori ini, kepuasan 
hatilah yang dikejar, sedangkan yang lain ti-
dak. Menurut Asyhadie dan Rahman (2013) 
teori pembalasan terdiri dari: a) Teori pem-
balasan yang objektif, yang berorientasi pada 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam 
di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tinda-

kan si pembuat kejahatan harus dibalas de-
ngan pidana yang merupakan suatu bencana 
atau kerugian yang seimbang dengan ke-
sengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat 
kejahatan. b) Teori pembalasan yang subjek-
tif, yang berorientasi pada penjahatnya. Me-
nurut teori ini kesalahan si pembuat keja-
hatanlah yang harus mendapat balasan. Apa-
bila kerugian atau kesengsaraan yang besar 
disebabkan oleh kesalahan yang ringan, ma-
ka si pembuat kejahatan sudah seharusnya 
dijatuhi pidana yang ringan. c) Teori Relatif 
atau Teori Tujuan (Doel Theorien). Teori ini 
bertitik tolak pada dasar bahwa pidana ada-
lah alat untuk menegakkan tata tertib dalam 
masyarakat. Tujuan teori ini adalah tata ter-
tib masyarakat dan untuk menegakkan tata 
tertib itu diperlukan pidana.  

Menurut sifat tujuannya teori ini dapat 
dibagi tiga macam (Asyhadie dan Rahman 
(2013), yaitu: a) Bersifat menakut-nakuti (af-
schrikking), b) Bersifat memperbaiki (verbeter-
ing/reclasering), dan c) Bersifat membinasa-
kan. 

Berdasarkan teori pemidanaan yang te-
lah dijelaskan diatas, teori pembalasanlah 
yang paling tepat untuk memberikan efek 
jera bagi pengguna Ngelem, karena pada teori 
pemidanaan ini menitik tekankan pada pem-
balasan. Pembalasan disini yaitu siapa yang 
melakukan maka ialah yang wajib untuk 
mempertanggung-jawabkan perbuatannya, 
jadi dapat ditarik kesimpulan pada teori 
pembalasan ini yaitu untuk memberikan efek 
jera pada pelaku terutama dalam penulisan 
ini yaitu memberikan efek jera pada pelaku 
tindak pidana narkotika ngelem. 

Urgensi pengaturan pidana pengguna 
Ngelem yang mengandung zat adiktif menu-
rut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika, penting untuk segera di-
lakukan pembaharuan atau merevisi Un-
dang-Undang Narkotika tersebut, untuk 
memberikan suatu kepastian, keadilan, dan 
kemanfaatan hukum bagi masyarakat, khu-
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susnya memberikan efek jera bagi pengguna 
ngelem. 

Pengaturan Pidana Tentang Ngelem Yang 
Mengandung Zat Adiktif Menurut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika  

Hasil penelitian dan Analisis tentang per-
buatan Ngelem yang mengandung zat adik-
tif  

Hukum Pidana adalah peraturan hu-
kum mengenai pidana. Kata “Pidana” berar-
ti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instan-
si yang berkuasa dilimpahkan kepada seo-
rang oknum sebagai hal yang tidak enak di-
rasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari 
dilimpahkan (Prodjodikoro, 2012) dan Tolu-
ena, dikenal juga sebagai  metilbenzena atau-
pun fenilmetana adalah cairan bening tak 
berwarna yang tak larut dalam air dengan 
aroma seperti pengencer cat dan berbau ha-
rum seperti  benzena. Toluena adalah  hidro-
karbon aromatik yang digunakan secara luas 
dalam stok umpan industri dan juga se-
bagai pelarut. Seperti pelarut-pelarut lain-
nya, toluene juga digunakan sebagai o-
bat inhalan oleh karena sifatnya yang mema-
bukkan. 

Ngelem merupakan istilah untuk meng-
hirup aroma dari bahan lem biasanya lem 
untuk menempel ban sepeda atau untuk 
merekatkan bahan kayu. Kandungan dari 
lem ini terdiri dari bahan karet sintetik, resin 
dan pelarut yang disebut dengan toluene. 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa, toluene dalam 
industry farmasi sering digunakan untuk 
pembuatan pemanis buatan sacharin dan an-
astesi lokal. Senyawa toluene ini dapat meru-
sak saluran pernapasan, menyebabkan kan-
ker dan juga merusak susunan saraf pusat. 
Bahkan dapat menyebabkan kematian, Se-
pan-jang pengetahuan kami, tidak ada pera-
turan khusus yang memberikan ancaman pi-
dana pada penghisap aroma lem Aibon yang 

diatur di Indonesia adalah terkait dengan 
narkotika dan psikotropika. 

Toluene, dalam Lampiran II Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoti-
ka (“UU Narkotika”), merupakan salah satu 
jenis prekursor narkotika. Prekursor narkotika 
adalah zat atau bahan pemula atau bahan 
kimia yang dapat digunakan dalam pembu-
atan narkotika yang dibedakan dalam tabel 
sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika 
(Pasal 1 angka 1 UU Narkotika). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 (1) 
Setiap Penyalah Guna: a) Narkotika Golon-
gan I bagi diri sendiri dipidana dengan pi-
dana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b) 
Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipi-
dana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun; dan c) Narkotika Golongan III 
bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun; (2) Da-
lam memutus perkara sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), hukum wajib memper-
hatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. (3) 
Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau 
terbukti sebagai korban penyalahgunaan 
Narkotika, Penyalah Guna tersebut menja-
lani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Oleh karena itu, berdasarkan UU Nar-
kotika, tidak ada sanksi khusus bagi orang 
yang menggunakan lem (fox atau aica-aibon) 
yang mengandung toluene untuk dihisap a-
romanya, pada Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 
tentang perubahan penggolongan Narkoti-
ka, ngelem yang didalamnya terdapat zat 
adiktif senyawa dengan toulen belum diatur 
didalam lampiran Permenkes Nomor 44 Ta-
hun 2019. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang 
perubahan penggolongan Narkotika beserta 
lampirannya, oleh karena itu Peraturan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengencer_cat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Benzena
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbon_aromatik
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbon_aromatik
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelarut
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Inhalan&action=edit&redlink=1
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika


Urgensi Pengaturan Pidana Tentang Ngelem yang Mengandung Zat Adiktif Menurut Undang-Undang No 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika 

Irwan Tjatur Pambudi, Setiyono, dan Indrawati 
 

 

36 |MLJ Volume 1 Nomor 1 2020  

 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No-
mor 44 Tahun 2019 tentang perubahan 
penggolongan Narkotika beserta lampiran-
nya, maka aparat penegak hukum tidak ragu 
lagi untuk melakukan tindakan Kepolisian 
untuk menangkap, menahan dan mempros-
es pelaku pengedar/pengguna sesuai de-
ngan aturan yang berlaku. 

Analisis pengaturan pengguna Ngelem yang 
mengandung zat adiktif. 

Berbicara mengenai siapa yang harus 
bertanggungjawab melakukan perbuatan pi-
dana, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak 
sekali sekarang ini kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang untuk melakukan tindakan 
pidana. Jika melihat dari subyek hukum da-
lam hukum pidana adalah natuurlijke person 
yaitu manusia, sehingga dalam aturan yang 
akan ditambah dalam Undang-Undang No-
mor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu 
pengguna disini ditekankan kepada manusia 
yang menggunakan narkotika jenis baru 
ngelem. 

Ketegasan terkait peraturan sanksi 
yang harus diberikan pada pengguna nar-
kotika jenis baru Ngelem harus jelas bagai-
mana dan seperti apa sanksi yang tepat, ha-
rus dibedakan untuk pemberikan sanksi bagi 
pengguna atau korban. 

Perlindungan khusus terhadap korban 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006, pada pasal 5 ayat (1), yaitu se-
bagai berikut: a) Memperoleh perlindungan 
atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari ancaman yang 
berkenaan dengan kesaksian yang akan, dan 
sedang, atau telah diberikannya; b) Ikut serta 
dalam proses milihan dan menentukan ben-
tuk perlindungan dan dukungan keamanan; 
c) Memberikan keterangan tanpa tekanan; d) 
Mendapat penerjemah; e) Bebas dari pern-
yataan yang menjerat; f) Mendapatkan in-
formasi mengenai perkembangan kasus; g) 
Mendapatkan informasi mengenai putusan 
Pengadilan; h) Mengetahui dalam hal terpi-

dana dibebaskan; i) Mendapatkan identitas 
baru; j) Mendapatkan tempat kediaman baru; 
k) Memperoleh penggantian biaya trans-
portasi sesuai dengan kebutuhan; l) Menda-
patkan nasihat hukum; dan/atau m) Mem-
peroleh bantuan biaya hidup sementara sam-
pai batas waktu perlindungan akhir. 

Korban kejahatan yang pada dasarnya 
merupakan pihak yang paling menderita 
dalam suatu tindak pidana, justru tidak 
memperoleh perlindungan sebanyak yang 
diberikan oleh Undang-Undang kepada pe-
laku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku 
kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh 
pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti 
tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, ma-
salah keadilan dan penghormatan hakasasi 
manusia tidak hanya berlaku terhadap pe-
laku kejahatan saja, tetapi juga korban keja-
hatan (Didik, dkk. 2007: 24). 

Terkait penyelesaian perkara pidana, 
sering kali hukum terlalu mengedepankan 
hak-hak tersangka/terdakwa, sementara 
hak-hak korban diabaikan, sebagaimana di-
kemukakan oleh Hamzah (1994): “Dalam 
membahas hukum acara pidana khususnya 
yang berkaitan dengan hak-hak asasi manu-
sia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-
hal yang berkaitan dengan hak-hak tersang-
ka tanpa memerhatikan pula hak-hak para 
korban (Didik, dkk. 2007: 25). 

Kekosongan peraturan terkait pem-
berian sanksi pidana pengguna Ngelem, hal 
tersebut akan menyulitkan bagi aparat pe-
negak hukum untuk memproses hukum 
perkara dengan pengguna narkotika jenis 
baru Ngelem. Seharusnya pembuat peraturan 
perundang-undangan memperhatikan ten-
tang bagaimana aparat penegak hukum, 
polisi dan kejaksaan khususnya, menentu-
kan aturan apa yang dapat diterapkan untuk 
memberikan sanksi pidana pada pengguna 
narkotika jenis baru ngelem.  

Keharusan yang mendesak pengaturan 
ini semata-mata untuk memberikan efek jera 
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bagi pelaku pengguna narkotika jenis baru 
khususnya ngelem yang menjadi atensi. 
Adapun rumusan pasal terkait pengguna 
ngelem adalah sebagai berikut: Dengan me-
masukkan perbuatan ngelem dalam lampiran 
II Permenkes Nomor 44 Tahun 2019, maka 
pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 berlaku terhadap perbuatan Ngelem 
dengan penjelasan sebagai berikut: a) Setiap 
Penyalah Guna: 1) Narkotika Golongan I 
bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2) 
Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipi-
dana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun; dan 3) Narkotika Golongan III 
bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun; b) Dalam 
memutuskan perkara sebagai mana dimak-
sud pada ayat (1), hakim wajib memper-
hatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103. c) 
Dalam hal penyalah guna sebagaimana di-
maksud ayat (1) dapat dibuktikan atau ter-
bukti sebagai korban penyalahgunaan Nar-
kotika, penyalahguna tersebut wajib men-
jalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 

4. Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Penerapan hukum terhadap pengguna 
Ngelem yang mengandung zat adiktif menu-
rut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika, hal tersebut telah dil-
akukan penelitian terhadap Undang-Undang 
Nomr 35 tahun 2009 tentang Narkotika bah-
wa Ngelem tidak ada dalam tabel golongan 
Narkotika dan lampirannya, apabila Ngelem 
dimasukkan didalam Lampiran Daftar Nar-
kotika pada Permenkes RI Nomor 44 Tahun 
2019 tentang perubahan penggolongan nar-
kotika, sehingga para pengguna/ pengedar 
Ngelem yang ada di Indonesia bisa diproses 
oleh aparat penegak hukum, Ngelem yang 
didalamnya terdapat zat adiktif senyawa de-

ngan toulen belum diatur didalam lampiran 
Permenkes Nomor 44 Tahun 2019. jika tidak 
ada aturan yang mengatur secara jelas terkait 
Ngelem seharusnya pemerintah harus lebih 
tanggap dalam membuat suatu aturan baru 
terkait Ngelem untuk memberikan suatu 
kepastian hukum dan memberikan efek jera 
bagi pengguna Ngelem. sehingga dapat kem-
bali normal dan kembali kepada keluarga 
serta dapat diterima oleh masyarakat seki-
tarnya. 

Pengaturan pidana tentang “Ngelem” 
yang mengandung zat adiktif menurut Un-
dang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 
tentang perubahan penggolongan Narkotika 
beserta lampirannya, sedangkan Ngelem ter-
dapat kandungan zat aditif yang sangat ber-
bahaya bagi kesehatan manusia jika dikon-
sumsi, oleh karena itu Lembaga yang mem-
punyai wewenang untuk melakukan peru-
bahan perundang-undangan yang berlaku di 
Negara Republik Indonesia dengan segera 
memasukkan Ngelem tersebut ke dalam Pera-
turan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan 
penggolongan Narkotika beserta lampiran-
nya, sehingga secara otomatis Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009 akan berlaku 
untuk pengguna Ngelem untuk dilakukan 
penegakan hukum sesuai dengan prosedur 
yang berlaku. 

Penerapan hukum terhadap pengguna 
Ngelem yang mengandung zat adiktif menu-
rut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika, hal tersebut telah dil-
akukan penelitian terhadap Undang-Undang 
Nomr 35 tahun 2009 tentang Narkotika bah-
wa Ngelem tidak ada dalam tabel golongan 
Narkotika dan lampirannya, apabila Ngelem 
dimasukkan didalam Lampiran Daftar Nar-
kotika pada Permenkes RI Nomor 44 Tahun 
2019 tentang perubahan penggolongan nar-
kotika, sehingga para pengguna/pengedar 
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Ngelem yang ada di Indonesia bisa diproses 
oleh aparat penegak hukum, ngelem yang 
didalamnya terdapat zat adiktif senyawa de-
ngan toulen belum diatur didalam lampiran 
Permenkes Nomor 44 Tahun 2019. Jika tidak 
ada aturan yang mengatur secara jelas terkait 
ngelem seharusnya pemerintah harus lebih 
tanggap dalam membuat suatu aturan baru 
terkait Ngelem untuk memberikan suatu ke-
pastian hukum dan memberikan efek jera 
bagi pengguna Ngelem. sehingga dapat kem-
bali normal dan kembali kepada keluarga 
serta dapat diterima oleh masyarakat seki-
tarnya. 

Saran 

Pengaturan pidana tentang ngelem 
yang mengandung zat adiktif menurut Un-
dang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 
tentang perubahan penggolongan Narkotika 
beserta lampirannya, sedangkan Ngelem ter-
dapat kandungan zat adiktif yang sangat 
berbahaya bagi kesehatan manusia jika 
dikonsumsi, oleh karena itu Lembaga yang 
mem-punyai wewenang untuk melakukan 
perubahan perundang-undangan yang ber-
laku di Negara Republik Indonesia dengan 
segera memasukkan Ngelem tersebut ke da-
lam Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang pe-
rubahan penggolongan Narkotika beserta 
lampirannya, sehingga secara otomatis Un-
dang-Undang Nomor 35 tahun 2009 akan 
berlaku untuk pengguna Ngelem untuk dil-
akukan penegakan hukum sesuai dengan 
prosedur yang berlaku. 
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